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Otonomi 
Daerah 

diterapkan 
di 

Indonesia?

• Indonesia dibentuk berdasarkan nasib, tapi kalau nasib

sudah berbeda, apa iya mau berbagi menjadi

indonesia?

• Bineka itu masih dalam angan-angan, pikiran, dan

belum berjalan (Anderson)

• Lihat negara-negara bagian di Amerika Serikat.



Materi: • Fumihiko Saito. 2008. Foundations for Local 

Governance. Springer:

• Henry Maddick. 2004. Desentralisasi dalam Praktek. 

Yogyakarta: Pustaka Kendi

• UU 32/ 2004 Pemda

• UU 23/ 2014 Pemda

• Introduction di semua literatur



Indonesia • Apa deskripsi terbaikmu?



Pendahuluan • Indonesia is the largest South East Asian Country,

which gained independence from Japanese

colonial rule on 17 August 1945, after more than

300 years of Dutch colonialism (Tikson, 2008).

• Populasi indonesia: 250 juta orang (BPS, 2013)

• Dengan jumlah 34 provinsi,416 kabupaten dan 98

kota

• Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau

suku bangsa di Indonesia. atau tepatnya

1.340 suku bangsa menurut sensus BPS

tahun 2010

• Lima provinsi diantaranya merupakan daerah

dengan otonomi khusus atau istimewa.





Kenapa harus 
desentralisasi?

• Sebagian besar negara yang tebelakang mengalami

kurangnya kemampuan politik dan administrasi yang

cukup, dan dari ketidak matangan sosial yang

dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak di era

modern.

• Pembangunan: membujuk individu dan komunitas

mengubah cara tradisional dalam hidup dan mencari

nafkah, yang selanjutnya tergantung pada pendidikan,

peragaan dan kontak pribadi yang lain, antara

pemerintah sebagai pengarah dan rakyat sebagai

bahan bakunya, disamping juga orang yang mendapat

manfaat dari pembangunan.

• Tapi pemerintah seringkali terlalu dibebani dan sering

kali tanpa dukungan untuk mencapai perubahan sosial

dan perekonomian.

• Butuh desentralisasi agar dapat mencapai penyediaan

barang dan jasa sampai pada masyarakat.



Kekuasaan
• Pembagian Kekuasaan

Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan

rakyat, Mencegah kesewenang-wenangan

(Fungsi Kekuasaan  Lembaga-lembaga

Negara)

• Hubungan Kekuasaan

Horisontal: Hubungan antara kekuasaan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Vertikal: Hubungan yang bersifat atasan dan

bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat

semacam pembagian kerja antara pusat dan

daerah

• Pembagian Kerja



Pembagian 
Kekuasaan

Vertikal 

• Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya.

• Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian
Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.

• Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian
Kekuasaan secara Teritorial (Territorial Division of
Power).

• Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita
saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara
negara KESATUAN, negara FEDERAL serta
KONFEDERASI.

• (Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat
bhw) Pembagian kekuasaan secara vertikal
melahirkan garis hubungan antara pusat
dan daerah dalam sistem :

1. Desentralisasi

2. Dekonsentrasi

3. Medebewind



Otonomi 
daerah?

• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Baca (UU 23/ 2014)

Beda Otonomi dan Desentralisasi?

Bagaimana dengan Otonomi Khusus? Apa kabarnya?



Desentralis
asi

• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom berdasarkan Asas Otonomi.



Desentralis
asi dan 

Sentralisasi

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi
dalam Negara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung
arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi
negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas
sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi
daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian,
setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan
penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima
pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan
desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak
ditempatkan pada kutub yang berlawanan (dichotomy),
tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian
kesatuan (continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang
berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan
organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan
keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan
keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Dekonsentr
asi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai

penanggung jawab urusan pemerintahan umum.



Distribution 
of Powers 

pada 
Negara 
Federal

• Distribution of Powers (Pembagian

Kekuasaan) antara Pemerintah Federal dan

Pemerintah Negara Bagian adalah lanjutan

dan konsekwensi dari penyerahan kekuasaan

dan kedaulatan oleh negara-negara bagian

kepada Pemerintah Federalnya dalam rangka

menegakkan suatu Negara Serikat.

• Terdapat penyerahan urusan dari Negara2

Bagian ke Pusat, karena negara2 bagian yang

sebelumnya merupakan negara2 berdaulat

penuh dan berdiri sendiri, menyerahkan

urusan2 & hal2 tertentu untuk

diselenggarakan oleh Pemerintah Federal.



Tugas 
Pembantua

n 
(Medebewin

d)

• penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah provinsi.



Sistem Politik 
dan 

Desentralisasi 
di Indonesia

Catatan: UU Pemerintah Daerah terbaru tahun 2014 No. 23



Hirarki 
Pemerintah 

Pusat-
Daerah



Pembagian 
kewenangan



Siapa “Penguasa” 
Daerah? (UU 

23/2014)

• Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.



Peluang: • Otonomi daerah memberi peluang besar bagi

partisipasi politik

• Kewenangan daerah (prov, kab/kota) adalah yang ada

di luar 6 urusan Pusat: pertahanan, keamanan,

moneter & fiskal, politik LN, agama, justisi

• Otda adalah tanggung jawab terhadap semua urusan:

perencanaan, penganggaran, implementasi,

pengawasan, evaluasi

• Urusan instansi vertikal dilaksanakan oleh dinas daerah

• Daerah lebih leluasa menata organisasi sesuai

kemampuan & kebutuhan

• Otda bertujuan meningkatkan kesejahteraan masy,

bukan sekadar bagi-bagi kewenangan.

• Dihargainya keberagaman sosial budaya



Tantangan:
• Daerah menghadapi keadaan & kemampuan yg berbeda-

beda

• Keleluasaan penataan kelembagaan harus ditetapkan dg
indikator yg objektif

• Urusan pemerintah (Pusat/Daerah) yg konkuren harus
ditempatkan melalui negosiasi (dg argumentasi rasional-
objektif)

• Prioritas Otda adl: peningkatan PD, fasilitasi dunia usaha
(menarik investor), atau perbaikan pelayanan publik?

• Sampai di mana peran koordinatif Pemprov? Penyerahan
aset terkait dengan tujuan pelayanan publik.

• Kemungkingan terburuk dari penguasa di daerah?

• Otonomi rasa sentralistis

• Ktergantungan pada APBN, padahal pemda harus 
kompetitif



• Pembagian keuangan pusat dan daerah



Penutup:
Max Lane. 

Unfinished Nation. 
2014

• Nasionalisme adalah isme yang berbunyi semua elemen

memiliki kepentingan yang sama.

• Tapi apakah masyarakat miskin di cakung atau di

parangtritis punya kepntingan yang sama dengan

konglomerat-konglomerat terbesar di indonesia? Padahal,

dua-duanya berbangsa indonesia.

• Aburizal Bakrie, ya, bagian dari bangsa indonesia. apakah

kepentingannya sama dengan rakyat miskin buruh di

cakung, atau petani di Klaten? Tidak! Mereka sama-sama

bangsa indonesia tapi kepentingan tidak sama.

• Jadi, seruan-seruan, “Ayo bangsa Indonesia Bersatu!”

berarti menyuruh orang-orang miskin bersatu dengan

Aburizal Bakrie-mereka yang berkuasa.

• Lihat hubungan Jakarta dan daerah lain!


